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Abstrak

Latar Belakang: Kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
merupakan aspek penting bagi perekonomian nasional mengingat kontribusi
sektor ini yang signifikan. Namun, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih tergolong
rendah, terlebih di tengah kebijakan kenaikan PPN menjadi 12%. Faktor-faktor
seperti religiusitas, sosialisasi perpajakan, etika uang, dan modernisasi sistem
administrasi perpajakan diperkirakan memengaruhi perilaku kepatuhan tersebut.
Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh religiusitas,
sosialisasi perpajakan, etika uang, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan
terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Banyumas pasca kenaikan PPN
12%.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan data dari 197 responden UMKM
Kabupaten Banyumas. Analisis data menggunakan metode Structural Equation
Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS).

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas, sosialisasi
perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif
terhadap kepatuhan pajak UMKM, sedangkan etika uang tidak berpengaruh.
Pendekatan spiritual dan edukasi pajak meningkatkan kepatuhan pasca kenaikan
PPN, sementara penerapan coretax sistem mempermudah pelaporan dan
mendukung efektivitas pemenuhan kewajiban pajak. Tidak adanya pengaruh etika
uang menunjukkan bahwa persepsi UMKM terhadap uang tidak menjadi faktor
penentu kepatuhan pajak.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan
variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dikaitkan dengan
implementasi coretax sistem, memberikan perspektif baru mengenai peran
teknologi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan UMKM.

Kata Kunci: etika uang; kepatuhan pajak UMKM; modernisasi sistem perpajakan;

religiusitas; sosialisasi pajak

Pendahuluan

Pembangunan nasional dalam suatu negara merupakan hal yang sangat
penting, karena bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan
makmur serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pembangunan tersebut dibutuhkan sumber pembiayaan yang
diperoleh dari pungutan pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak
secara optimal dibutuhkan landasan yang kuat, salah satunya adalah
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kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak tidak mematuhi dan memenuhi kewajiban
pajaknya akan menimbulkan dampak negatif terhadap negara, yaitu rendahnya
penerimaan kas negara (Ariyanto dkk., 2020). Upaya untuk memaksimalkan pendapatan
pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran DJP dan fiskus saja, namun juga
memerlukan peran aktif dari wajib pajak. Terkait dengan self assesment sistem wajib
pajak memiliki kebebasan yang seluas-luasnya dalam menghitung pajak. Namun
kenyataannya masih terdapat wajib pajak yang menghitung pajak terutangnya tidak
sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Sejak diberlakukannya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi PPN
12% sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (HPP) yang memutuskan PPN dinaikkan secara bertahap, yakni 11% pada
tanggal 1 April 2022 dan 12% pada tanggal 1 Januari 2025 berdasarkan PMK-
131/PMK.03/2024 dan PMK 11 tahun 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan
penerimaan negara, namun di sisi lain kebijakan ini menimbulkan reaksi dari pelaku
usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan pilar utama
perekonomian Indonesia.

UMKM memberikan konstribusi sisgnifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Indonesia, yaitu sebesar 61,07% dengan jumlah unit usaha mencapai 64,2 juta
(pajak.go.id, 2024). Namun UMKM ini rentan terhadap perubahan kebijakan ekonomi,
termasuk kenaikan tarif PPN. Kenaikan tarif ini menyebabkan naiknya harga barang dan
jasa, sehingga dapat menurunkan daya beli masyarakat. Penelitian (Pesak dkk., 2024)
menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN sebelumnya telah mempengaruhi daya beli
konsumen, menurunkan margin keuntungan, dan mengancam keberlanjutan usaha
UMKM.

Isu kenaikan tarif PPN ini mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan UMKM,
termasuk yang disampaikan oleh Sarikat Usaha Muhammadiyah (SUMU) Banyumas,
bahwa kenaikan PPN 12% berdampak buruk bagi iklim ekonomi saat ini, karena makin
memberatkan konsumen. Hal ini akan berpengaruh menurunkan daya beli masyarakat,
yang otomatis berpengaruh terhadap eksistensi UMKM kabupaten Banyumas.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini dilakukan untuk untuk mengkaji lebih lanjut
faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dengan adanya
kenaikan PPN 12%. Fokus utama kajian ini adalah melihat pengaruh kenaikan PPN

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kabupaten Banyumas, di lihat dari religiusitas,
etika uang, sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis
Gone Theory

Gone theory dikemukakan oleh Jeck Bologne dalam bukunya The Accountant Handbook
of Fraud and Commercial Crime yang diadopsi oleh BPKPI2 dalam bukunya Strategi
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Pemberantasan Korupsi Nasional tahun 1999, bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya
kecurangan meliputi Greeds (keserakahan), Opportunities (kesempatan), Needs
(kebutuhan) dan Exposures (pengungkapan) yang sangat erat kaitannya dengan manusia
melakukan kolusi atau korupsi. Teori ini digunakan untuk menjelaskan motivasi dan
peluang individu dalam melakukan pelanggaran, termasuk penghindaran pajak dan
ketidakpatuhan pajak (Halim & Kusufi, 2014). Faktor Greed menjelaskan keinginan UMKM
ketika memperoleh keuntungan tinggi cenderung menghindari atau mengurangi
pembayaran PPN terutama setelah tarifnya naik, karena beban pajaknya meningkat.
Opportunity menjelaskan bahwa UMKM memiliki peluang untuk tidak patuh dengan
melaporkan omset yang lebih rendah. Need menjelaskan bahwa beberapa UMKM
mungkin mengalami penurunan daya beli konsumen dengan adanya kenaikan PPN,
sehingga mereka menunda tidak membayar pajak, karena untuk memenuhi kebutuhan
operasional. Yang terakhir Exposure UMKM menganggap bahwa risiko ketahuan dan
sanksi termasuk rendah, sehingga kemungkinan tidak patuh tinggi.

Teori Atribusi

Teori Atribusi merupakan teori psikologi sosial yang menjelaskan bagaimana individu
menafsirkan penyebab dari suatu peristiwa dan bagaimana penafsiran itu mempengaruhi
perilaku mereka (Weiner, 1985) Dalam hal kepatuhan pajak teori ini membantu
menjelaskan bagaimana wajib pajak mengaitkan perilaku membayar pajak dengan factor-
faktor internal (seperti: kesadaran, nilai moral, dan religiusitas) serta faktor eksternal
(seperti: kebijakan pemerintah, beban ekonomi, dan sistem perpajakan). (Weiner, 1985)
membagi atribusi ini dalam tiga dimensi: 1) locus, merupakan penyebab yang berasal dari
dalam diri (internal) atau luar diri (eksternal); 2) Stabilitas: apakah penyebab tersebut
bersifat tetap atau berubah-ubah; 3) Kontrolabilitas: apakah penyebab tersebut dapat
dikendalikan oleh individua tau tidak. Dalam konteks kenaikan tarif PPN 12% wajib pajak
yang mengatribusikan kewajiban pajak sebagai bentuk konstribusi kepada negara dan
tanggung jawab moral (atribusi internal dan stabil) cenderung memiliki kepatuhan yang
tinggi. Sebaliknya jika wajib pajak memandang kenaikan PPN 12% sebagai beban, akibat
pemerintah menerapkan kenaikan tarif ini (atribusi eksternal dan tidak dapat
dikendalikan) maka yang terjadi adalah penurunan motivasi dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.

Theory of Reasoned Action

Theory of Reasoned Action merupakan teori tentang perilaku manusia, bahwa sikap dan
norma sosial dapat dipengaruhi oleh keyakinan, yakni dapat merubah bentuk keinginan
berperilaku baik dipandu ataupun terjadi begitu saja dalam sebuah perilaku individu.
Teori ini menegaskan peran dari “niat” seseorang dalam menentukan apakah sebuah
perilaku akan terjadi (Ajzen, 2002; Beck & Ajzen, 1991). Seseorang yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah wajib pajak. Wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan,
tidak lain karena adanya niat dan keinginan bahwa dengan membayar pajak, kita dapat
mendukung perekonomian negara.
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Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Religiusitas adalah tingkat internalisasi dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan
sehari-hari termasuk dalam aktifitas bisnis serta kewajiban dalam memenuhi peraturan
termasuk hukum pajak (Ancok & Suroso, 2011) Dalam kaitan UMKM, religiusitas
mempengaruhi moral pajak (Tax morale), yaitu kesadaran dan niat untuk membayar pajak
tanpa paksaan, karena membayar pajak dianggap sebagai amanah dan bentuk tanggung
jawab sosial sesuai ajaran agama. Dengan demikian kepatuhan pajak UMKM memberikan
makna bahwa pelaku UMKM bersedia dan konsisten untuk mendaftarkan usaha,
melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan perundang-ungan yang berlaku.
Karena religiusitas merupakan keyakinan agama yang kuat yang mendorong wajib pajak
dapat melakukan perbuatan positif dan mencegah perbuatan negatif sehingga akan
menimbulkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Arham dkk., 2021).
Wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Artharini & Noviari, 2021).
Religiusitas dikaitkan dengan teori atribusi termasuk kedalam faktor internal yaitu
dispotional atributions (penyebab internal) yang memicu perilaku individu dalam hal ini
seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan dan motivasi (Ermawati & Afifi, 2018).
Adanya nilai-nilai agama yang dipercaya oleh masing-masing pribadi diharapkan dapat
menciptakan perilaku positif dan mencegah perilaku negatif pada kehidupan sehari-hari.
Perilaku positif tersebut salah satunya yaitu wajib pajak menjadi patuh dalam membayar
kewajiban perpajakannya. Penelitian oleh (Arini dkk., 2021), menemukan bahwa uji
secara parsial menunjukkan religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib
Pajak UMKM atas kenaikan PPN. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disusun
hipotesis sebagai berikut:

Hi: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk memberikan
informasi, pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan
perundand-undangan perpajakan yang berlaku (Syofyan, 2021). Melalui sosialisasi yang
intensif dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon wajib pajak mengenai
semua hal yang berkaitan dengan perpajakan (Vionita & Kristanto, 2018). Theory of
Reasoned Action berfokus pada bagimana niat seseorang untuk melakukan suatu
tindakan dipengaruhi oleh norma subjektif dan sikap terhadap tindakan tersebut. Dalam
hal ini sosialisasi dapat membentuk sikap positif terhadap pajak dan norma-norma yang
mendukung kepatuhan, sehingga dengan sosialisasi yang dilaksanakan dapat
meningkatkan niat seseorang untuk membayar pajak dan pada akhirnya kepatuhan pajak
akan meningkat. Penelitian (Kurniasi & Halimatusyadiah, 2018) menunjukkan bahwa
sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib. Berdasarkan penjelasan di
atas, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H3: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
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Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penerapan sistem administrasi pajak modern adalah perubahan yang lebih mendasar
dalam sistem administrasi pajak dengan bantuan sistem teknologi informasi yang handal
dan mutakhir, sehingga dapat mengubah pemikiran dan perilaku wajib pajak,
menciptakan transparansi dan akuntabilitas bagi petugas pajak (Zelmiyanti & Amalia,
2020). Dalam Theory of Reasoned Action, menjelaskan bagaimana sikap dan norma social
mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak dalam merespon modernisasi tersebut.
Wajib pajak memiliki sikap positif terhadap modernisasi sistem administrasi perpajakan
termasuk coretax sistem, karena mudah digunakan, transparan dan mempercepat
pelayanan, sehingga wajib pajak akan lebih berniat untuk patuh. Adanya pembaharuan
sistem ini, diharapkan ikut meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada fiscus dan
wajib pajak termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan
penjelasan di atas, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

Hs: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak UMKM.

Etika Uang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Etika uang berhubungan dengan perilaku tidak etis yang dilakukan oleh individu yang
memandang uang sebagai segalanya (Hanifah & Yudianto, 2019). Orang yang sangat
mencintai uang biasanya menganggap kecurangan pajak merupakan cara yang dapat
diterima (etis) dilakukan (Mawarista & Aulia, 2020). Jika tidak memberikan manfaat
secara langsung, maka mereka tidak mau mengeluarkan uang, termasuk untuk membayar
pajak. Hal ini dapat dijelaskan menggunakan teori gone yang mengaitkannya dengan
411actor greed, yaitu berhubungan dengan perilaku serakah yang potensial ada dalam
diri setiap orang yang berhubungan dengan moral seseorang (Pratama dkk., 2020).
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H,: Etika uang berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Metode Penelitian
Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah asosiatif kuantitatif dengan pendekatan survei. Tujuan
pendekatan asosiatif adalah untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih
(Hsu dkk., 2019). Jenis data adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden
melalui penyebaran kuesioner. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini
berupa literatur, peraturan perpajakan.
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Populai dan Sampel

Populasi penelitian adalah pelaku UMKM kabupaten Banyumas yang melaporkan
pajaknya di KPP Pratama Purwokerto baik dimiliki oleh Orang Pribadi maupun Badan
berjumlah 389. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin untuk
menentukan ukuran sampel dari suatu populasi yang diketahui, terutama jika peneliti
tidak mengetahui standar deviasi populasi (Sevilla dkk., 2007). Adapun perhitungan
jumlah sampel menggunakan rumus slovin jika standar deviasi (0,05 / 5%) sebagai berikut:

N 389
n= 1+N(e)2 ~ 1+389(0,05)2 197

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel penelitian sebanyak 197
responden. Penyebaran kuesioner dilaksanakan bulan Februari sampai Mei 2025 dengan
pertimbangan implementasi perubahan tarif PPN 12% dimulai bulan 01 Januari 2025
(PMK 131, 2024). Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner online dengan
bantuan google form yang disebarkan melalui whatsapp, facebook, telegram. Responden
yang sudah terkumpul, kemudian dilakukan pengukuran menggunakan skala likert lima
poin.

Definisi Operasional Variabel Penelitian
Tabel 1 menunjukkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1 Variabel dan indicator pengukuran

Religiusitas 1. Meyakini bahwa membayar pajak adalah bagian dari (Faridzi,

Amanah dan kewajiban social sesuai ajaran agama Suryono &

2. Rutin beribadah, berdoa sebelum mengambil keputusan Devi2022)
bisnis, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pajak

3. Merasa tenang dan terhindar dari dosa Ketika patuh
membayar pajak.

4. Memahami ajaran agama tentang kewajiban taat aturan
sebagai warga negara termasuk dalam membayar pajak

5. Bersikap jujur, transparan, dalam laporan keuanganbaik
untuk perusahaan maupun untuk kepentingan membayar

pajak.
Sosialisasi 1. Penyuluhan
Perpajakan 2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat (Maggalatta
3. Informasi langsung dari petugas pajak ke wajib pajak & Adhariani,
4. Pemasangan billboard 2020)
5. Website Dirjen pajak
Modernisasi 1. Perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP (Winerungan,
sistem 2. Perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak 2013)
administrasi 3. Fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi
perpajakan informasi
4. Kode etik pegawai

Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 2025 | 412



Kusbandiyah, Fathmaningrum, Winarni, Wati & Fakhruddin
Religiusitas, Sosialisasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan dan Etika Uang...

Tabel 1 Variabel dan indicator pengukuran (lanjutan)

Etika Uang 1. Good: Uang dipandang sebagai hal yang baik (Maulida,
2. Evil: Uang dipandang sebagai sumber kejahatan atau 2019)
keserakahan
3. Achievement: Uang sebagai symbol pencapaian dan
kesuksesan

4. Respect: Uang sebagai sumber penghargaan sosial
5. Budget: Uang harus dikelola dengan baik dan terencana
5. Freedom: Uang sebagai alat untuk mencapai kebebasan
hidup
Kepatuhan 1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri (Marcini
wajib pajak 2. Kepatuhan untuk menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT)  dkk., 2023)
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak
terutang
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak

Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan Structural Equation Model-Partial Least Square
(SEM PLS), yang merupakan model persamaan structural yang berbasis komponen atau
(variance) (Ghozali & Latan, 2015). Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan
software SEM-PLS. Penyajian output analisa menggunakan SEM-PLS dapat dilakukan
melalui beberapa bagian yaitu analisis outer model (measurement model), structure
model dan hipotesis.

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variable
laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai
R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variable laten independent tertentu
terhadap variable laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif (Ghozali,
2016).

Hasil dan Pembahasan
Analisis Outer Model (Measurement Model)

Analisis outer model difungsikan sebagai proses pengujian atas korelasi diantara konstruk
laten dengan indikatornya. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan instrument
penelitian memenuhi syarat validitas serta reliabilitas melalui uji validitas konvergen,
validitas diskriminan, dan juga reliabilitas. Dalam tahap awal, validitas konvergen
dilakukan penilaian berdasarkan pada nilai outer loading dan AVE (Saud dkk., 2025).

Validitas konvergen memiliki fungsi untuk menguji validitas indikator yang digunakan
untuk mengukur variable. Suatu indicator dapat diterima jika outer loading diatas 0,60
(Hair Jr dkk., 2017; Siagian & Ghozhali, 2012). Hasil outer loading disajikan pada Tabel 2.
Selain dilihat dari outer loading, validitas konvergen dilihat dari nilai Average Variance
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Extracted (AVE) harus lebih dari 0,5 (Nazaruddin dkk., 2024). Dari Tabel 2 menunjukkan
bahwa seluruh indicator > 0,6, kecuali ET6 yang harus dieliminasi dari model karena
memiliki nilai indicator < 0,6. Nilai AVE juga menunjukkan sudah memenuhi standar
statistik yaitu lebih dari 0,5, maka validitas konvergen sudah terpenuhi.

Tabel 2 Hasil Validitas Konvergen

Religiusitas — AVE = 0,682

RE1 0,777
RE2 0,863
RE3 0,838
RE4 0,801
RES 0,847
Sosialisasi Perpajakan — AVE = 0,824

SP1 0,878
SP2 0,937
SP3 0,918
SP4 0,897
Moderenisasi Sistem Perpajakan — AVE = 0,630

MO1 0,824
MO2 0,855
MO3 0,836
MO4 0,640
Etika Uang — AVE = 0,600

ET1 0,718
ET2 0,787
ET3 0,697
ET4 0,849
ETS 0,812
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM - AVE = 0,867

KWP1 0,926
KWP2 0,959
KWP3 0,936
KWP4 0,903

Validitas diskriminan digunakan untuk menguji bahwa setiap konsep dari masing-masing
variable laten berbeda dengan variable lainnya. Sebuah model memiliki discriminant
validity yang baik apabila nilai korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar dari
nilai korelasi dengan konstruk lainnya (Ghozali & Latan, 2015).Penelitian ini menggunakan
HTMT untuk menguji discriminant validity. Menurut Gold dkk. (2002), Heterotrait
Monotrait Ratio of Correlation (HTMT) memiliki sensitifitas yang tinggi dalam menilai
factor diskriminan. HTMT dapat diterima apabila nilainya kurang dari 0,90. Tabel 3
menunjukkan hasul uji validitas diskriminan terpenuhi (Nazaruddin dkk., 2024).
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Tabel 3 Hasil Uji Discriminant Validity

Reliugisitas 0,080 0,696 0,765

Etika Uang

Sosialisasi 0,061 0,842 0,597 0,621
Perpajakan

Moderenisasi 0,074 0,667

Sistem

Perpajakan

Kepatuhan 0,089

Wajib  Pajak

UMKM

Analisis selanjutnya untuk memastikan tidak ada masalah pengukuran reliabilitas yakni
dengan melihat nilai Cronbach alpha dan composite reliability. Cut off value yang
digunakan pada pengukuran ini adalah Cronbach alpha dan composite reliability harus
lebih dari 0,6 (Hair Jr dkk., 2017), sebagaimana pada Tabel 4 yang menunjukkan hasil uji
reliabilitas semua variabel telah memenuhi lebih dari 0,6.

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

Reliugisitas 0,883 0,963
Sosialisasi Perpajakan 0,929 0,882
Moderenisasi Sistem Perpajakan 0,798 0,949
Etika Uang 0,851 0,915
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 0,949 0,870

Analisis Model Struktural (Inner model)

Inner model atau Analisa struktur model yang digunakan untuk memastikan bahwa model
sudah akurat atau robust. Nilai inner model dapat dilihat melalui nilai R-square, F-square,
yang kemudian diolah untuk melihat predictive relevance-nya. Berdasarkan Tabel 5, R-
square menunjukkan bahwa hasil sebesar 0,689, artinya kekuatan variabel eksogen dalam
menjelaskan variabel endogen sebesar 68,9% dan sisanya dijelaskan pada variabel di luar
penelitian. Selanjutnya, F-square adalah perubahan R-square ketika variable eksogen
dikeluarkan dari model. Cut-off F-square adalah effect size (>0,02 kecil; 20,15 sedang >
0,35 besar) (Cohen, 1988). Pada penelitian ini, hasil uji F Square menunjukkan bahwa
sebesar 0,216 menunjukkan kekuatan yang besar. Terakhir adalah Prediction relevance
(Q-square) atau dikenal dengan Stone-Geisser's. Uji ini dilakukan untuk mengetahui
kapabilitas prediksi dengan prosedur blinfolding. Apabila nilai yang didapatkan > 0,02
kecil; > 0,15 sedang; > 0,35 besar (Ghozali, 2006).
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Tabel 5 Kesimpulan Hasil Uji Robust

R Square 0,689 0-1 Besar
F Square 0,216 >0,02 kecil; >0,15 sedang; > 0,35 besar Besar
Q Square 0,594 >0,02 kecil; >0,15 sedang; > 0,35 besar Besar
Kesimpulan Dominasi Indikator menunjukan bahwa nilai kesesuaian Besar

model yang diteliti adalah Besar.

Uji Hipotesis
Selanjutnya adalah hasil uji hipotesis menggunakan model Partial Least Square (PLS).
Hipotesis terdukung apabila p-value < 0,05 dan nilai original sample searah dengan

hipotesis.

Tabel 6 Hasil Analisis Hipotesis

Reliugisitas = Kepatuhan Wajib 0,220 3,134 0,002 Terdukung
Pajak UMKM

Sosialisasi Perpajakan > 0,596 7,186 0,000 Terdukung
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Moderenisasi Sistem Perpajakan 0,131 2,231 0,026 Terdukung
-> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Etika Uang => Kepatuhan Wajib 0,062 1,365 0,173 Tidak
Pajak UMKM Terdukung

Berdasarkan Tabel 6, menunjukkan hasil uji hipotesis pertama bahwa nilai p-values
sebesar 0,002 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan religiusitas berpengaruh positif
terhadap kepatuhan UMKM atas kenaikan PPN, H1 terdukung. Sosialisasi perpajakan
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang dibuktikan dari p-value
sebesar 0,000 < 0,05, sehingga H2 terdukung. Modernisasi sistem perpajakan
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan adanya kenaikan
PPN, yang di buktikan dari nilai p-values sebesar 0,026 < 0,05, sehingga H3 diterima. Etika
uang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dengan adanya kenaikan PPN, yang
dibuktikan dari nilai p-values sebesar 0,173 > 0,05, sehingga H4 tidak terdukung.

Pembahasan
Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif
terhadap kepatuhan UMKM paska kenaikan PPN 12%. Hasil penelitian ini sejalan dengan
teori atribusi, bahwa religiusitas merupakan factor internal yang membentuk persepsi
dan sikap wajib pajak. Wajib pajak yang religius memiliki nilai moral yang tinggi, sehingga
meyakini bahwa membayar pajak meskipun ada kenaikan PPN merupakan tanggung
jawab sosial dan bagian dari ibadah. Meskipun PPN naik UMKM kabupaten Banyumas
akan tetap patuh membayar pajak sebagai kewajiban moral dan spiritual bukan sekedar
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kewajiban secara hukum. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan
oleh (Benk dkk., 2016; Ermawati, 2018).

Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis ketiga adalah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap
kepatuhan UMKM kabupaten Banyumas paska PPN naik 12%. Hasil penelitian ini sejalan
dengan teori TRA yang berfokus pada niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan
dipengaruhi oleh norma subjektif dan sikap terhadap tindakan tersebut, termasuk Ketika
sudah dilakukan sosialisasi, maka akan terbentuk sikap positif terhadap pajak dan norma-
norma yang mendukung kepatuhan. Sehingga dapat meningkatkan niat wajib pajak untuk
membayar pajak meskipun ada kenaikan PPN yang akhirnya akan meningkatkan
kepatuhan pajak. Penelitian ini memiliki hasil yang konsisten dengan penelitian Ilham dan
Hiktaop (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian diharapkan peran dari pemerintah
khususnya direktorat jendral pajak untuk terus fokus melakukan sosialisasi perpajakan
agar masyarakat dan wajib pajak memiliki pemahaman dan pengetahuan pajak dengan
baik yang dapat berimplikasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis keempat menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi
pajak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM Kabupateb Banyumas setelah PPN naik
12%. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa modernisasi sistem perpajakan di
lingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan good governance dan pelayanan prima
kepada masyarakat. Sehingga wajib pajak dapat merasakan efektif dalam sistem
perpajakan online, sehingga dapat meningkatkan niat seseorang untuk membayar pajak
dan pada akhirnya kepatuhan pajak akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan,
menjelaskan bagaimana sikap dan norma social mempengaruhi niat dan perilaku wajib
pajak dalam merespon modernisasi tersebut. Hasil penelitian ini mendukung penelitian
yang telah dilakukan oleh Kurniawan (2018) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian
modernisasi sistem perpajakan akan membuat wajib pajak lebih efektif dalam
melaporkan kewajiban perpajakannya.

Etika Uang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis kedua menyimpulkan hasil bahwa etika uang tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan UMKM paska kenaikan PPN 12%. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa UMKM Kabupaten Banyumas lebih memperhatikan kelangsungan bisnis jangka
pendek. Ketika terjadi kenaikan PPN menganggap akan meningkat beban pajaknya,
sehingga perilaku untuk patuh atau tidak patuh cenderung dipengaruhi oleh tekanan
ekonomi dibandingkan oleh nilai-nilai etika. Dengan demikian etika uang tidak berperan
penting bagi sistem perpajakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga tidak
mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dengan adanya kenaikan PPN,
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
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Choiriyah dan Damayanti (2020) yang menyatakan bahwa etika uang tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka disimpulkan beberapa
kesimpulan berikut ini: Pertama Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan
UMKM dengan adanya kenaikan PPN. Kedua Etika uang tidak berpengaruh terhadap
kepatuahan UMKM. Ketiga Modernisasi sistim perpajakan berpengaruh positif terhadap
kepatuhan UMKM. Keempat sosialisasi perpajakan perpengaruh positif terhadap
kepatuhan UMKM. Hasil penelitian yang menunjukkan tingkat religiusitas tinggi
cenderung lebih patuh, meskipun ada kenaikan PPN. Oleh karena itu sosialisasi pajak
dilaksanakan dengan memasukkan nilai-nilai religius, seperti kejujuran sehingga akan
tercipta kesadaran dalam pembayaran pajak. Modernisasi sistem perpajakan berperan
penting dalam meningkatkan kepatuhan UMKM, dengan adanya sistem lebih mudah di
akses, lebih transparan dan terpercaya. Hasil penelitian bahwa etika uang tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM menunjukkan temuan bahwa nilai-nilai pribadi
terkait penggunaan uang tidak secara langsung dapat meningkatkan kepatuhan UMKM.

Pemerintah dan otoritas pajak sebaiknya memfokuskan pada pendekatan structural dan
edukatif, bukan pada moral individu yang kurang efektif dalam meningkatkan kepatuhan.
Penelitian ini dilakukan pada UMKM kabupaten Banyumas, sehingga hasilnya belum
dapat di generalisasikan untuk seluruh UMKM di Indonesia. Penelitian selanjutnya
sebaiknya mencakup lebih banyak daerah, agar dapat diperoleh gambaran yang lebih
representative tentang kepatuhan UMKM secara nasional. Penelitian ini juga
menggunakan pendekatan kuantitatif tanpa menggali lebih mendalam persepsi dan
pengalaman wajib pajak melalui pendekatan kualitatif, seperti wawancara mendalam
atau observasi lapangan. Peneliti selanjutmya menggunakan pendekatan kualitatif dan
kuantitatif sehingga memberikan pemahan yang lebih holistic dan menambah variable
lain seperti trust in governance, pelayanan petugas pajak, beban pajak, persepsi keadilan
pajak.
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